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HALMAHERA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OL7 tentang Tata Cara
Per:encanaan,Pengendalian dan Evah-ra-si Pembangl,rna-n Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keq'a Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa persiapan
penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim
Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
bahwa untuk menjamin terlaksananya penyllsunan Renja
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim
Penvusunan Rencana Ke4'a (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A27;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hufuf a dan huruf b, maka periu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunal
Rencana Keq'a (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Hahaahera
Barat Tahurr Anggaran 2fr27;

Undang-Und,ang Nomor 60 Tahun 1958 terrtang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam WilaSzah
Daerah Sw,antra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
Untiang-Undang Nomor 6 Tahun 200C1 tertang PeruLrahan aras
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
1\egara;

6. Undang-undang Nomor 25 tahun '2AA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 Tentang F{ubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peubahan atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;
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10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2A23 tentang Aparatur Sipil
Negara;

i 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioiaan
Keuangan Daerah;

7'2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri 7 Tahun 2024
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2476
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan,Pengendaiian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rarrcarrgarr Peraiurarr Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2A19 tentang
Sistem Informasi Pemerintaha.n Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
KLasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Mcntcii Dalam Negci-i Nom<;r 1!i Tahun 2020 tcniang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga diatas Keputusan Menteri dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2A2l tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, verifltrrasi,
dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
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Z}rc tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A'2'2 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat l)aerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Haimahera Barat Tahun Anggaran 2A26:
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023
terrtang Perubai-ran Keempat atas Peraturan bupati Fiaimahela
Barat Nomor i0 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Perangkat daerah;
Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3/KF-,TS/11'2O'26
tentang Peiimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kahupaten Halmahera Barat
sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna
Anggaran Tahun 2426;
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'27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A26 tentang
Penjabaran Anggaran Penriapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

MDMUTUSKAIT

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
DPRD Kabupatel 1{almahera Barat Tahun Anggaran 2027 pada
Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan
Susunan Tim Sebagaimana tercantum pada l"ampiran Keputusan ini;
Tim Penyusunan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
bertugas menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
DPRD Kabupatel fialmahera Barat Tahun Anggaran 2A27 sesuai
dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
Segala biaya yang t'mbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h
Kabupaten Hnlmafuera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

PadaTanggal : 19Jan 2A26

BARAT,
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3.

BUPATI

Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
Kepala BAPERRIDA Kab. Halrnahera Barat di Jailolo.

Ass. Bid. Adm. Umum

Sckretaris DPRD

Kabag Hukum & Orgs

Tem.busan disamgtaikai kepada Yth z
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TENTANG

KEFUTUSAN BUPATI HALMAHER,{ BARAT
NOMOR :31/KPTS /t/2A26
TANGGAL : 19 JANUARI 2A26

: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
SEKRETARIAT DPRD K,&BUPATEN HALMAHERA
ANGGARAN 2027

KERJA. (RENJA)
BARAT TAHUN

3$& HA&!A /lSrP JAAATAIS DAI,A}I[ JABA?AI{ DAI,AStr
fim

1 M. SYARIF ALI, S. IP., M. SI
NIP. 19800930200501 1007

SEKRETARIS DPRD PENANGGUNGJ,AWAB

2 HJ. NURDWI B. ABD. RA.TAK, SE
NrP. 1971 01262A1rc22A04

KABAG KEUANGAN KETUA

3 SAFRI DENGO, SE.,M. SI
NrP. 19720801 199203101 1

KABAG UMUM DAN
PERLENGKAPAN

SEKRETARIS

4 SONY BALATJAI, S..SP., M. SI
NrP. 19690909200003 1007

KABAG LEGISLASI ANGGOTA

5 HERNAUTATY NURDIN, S. IP
NrP. 198507301006042006

KASUBAG PROGRAM
DAN ANGGARAN

ANGGO?A

6 SUPRAP?O, S. IP
NIP. 19820302200501 1006

TUNGSIONAL ANALIS
KEUANGAN PUSAT

DAN DAERAH

ANGGOTA

Paral BUPATI HId;t\A#fiXA BAITAT',

'ASIES tt"A,ffG

Ass. tsid. Adra. Umum

Kabag Hukum & Orgs


